
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.791, 2019 KEMEN-KP. Jabatan Pimpinan Tinggi. 

Jabatan Administrasi. Pengisian dan 
Pengangkatan. 

 
 

PERATURAN  

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 23/PERMEN-KP/2019 

TENTANG 

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI 

DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan yang                 

lebih luas dan guna menjaring calon potensial                       

dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan/atau Pegawai Negeri Sipil 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, perlu 

mengatur pengisian dan pengangkatan Jabatan Pimpinan 

Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

  b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

16/PERMEN-KP/2015 tentang Pengangkatan dalam 

Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi 

melalui Seleksi Terbuka di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan dengan 

perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang 
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sumber daya manusia aparatur dan kebutuhan organisasi 

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengisian dan 

Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau 

Jabatan Administrasi di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 5); 

  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1521); 

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG 

PENGISIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN 

TINGGI DAN/ATAU JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
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suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

4. Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan 

Administrasi adalah proses pengisian jabatan pimpinan 

tinggi dan/atau jabatan administrasi yang dilaksanakan 

dengan seleksi terbuka yang dapat diikuti oleh setiap 

PNS di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 

dan/atau dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah 

Daerah ataupun melalui proses rotasi/mutasi. 

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi 

daerah. 

6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan 

tinggi pada kementerian yang terdiri dari jabatan 

pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi 

pratama. 

7. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang selanjutnya 

disebut JPT Madya, adalah jabatan yang meliputi 

sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, 

kepala badan, staf ahli menteri, dan jabatan lain yang 

setara eselon I. 

8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang selanjutnya 

disebut JPT Pratama, adalah jabatan yang meliputi 

kepala biro, sekretaris direktorat jenderal, direktur, 

sekretaris inspektorat jenderal, inspektur, sekretaris 

badan, kepala pusat, kepala balai besar, kepala 

pelabuhan perikanan samudera, ketua sekolah tinggi 

perikanan, dan jabatan lain yang setara eselon II. 

9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 
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pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator, 

jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. 

10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi 

kepala bagian, kepala subdirektorat, kepala bidang, 

kepala pelabuhan perikanan nusantara, kepala 

pangkalan, kepala balai, dan jabatan lain yang setara 

eselon III. 

11. Jabatan Pengawas adalah  jabatan yang meliputi kepala 

subbagian, kepala seksi, kepala subbidang, kepala loka, 

kepala stasiun, dan jabatan lain yang setara eselon IV. 

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang 

berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan 

publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan yang meliputi kepala urusan, kepala 

subseksi, dan jabatan lain yang setara eselon V. 

13. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur 

sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan 

tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna 

kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 

umur, atau kondisi kecacatan. 

14. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang 

menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. 

15. Komisi Aparatur Sipil Negara adalah lembaga non 

struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 

16. Talent adalah Pegawai ASN yang memenuhi syarat 

tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan. 

17. Pejabat Pembina Kepegawaian, yang selanjutnya 

disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai 

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, 

dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS 

di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

18. Pejabat yang Berwenang, yang selanjutnya disingkat PyB, 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
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